
 

 
 
 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  

NOMOR  29 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAN INSPEKTORAT KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 
 

 

Menimbang  : a. bahwa sesuai dengan amanat  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur 

Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 

tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten 

Seram Bagian Timur; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 

Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

111 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian 

Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350); 



 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402) 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1605); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 

tentang  Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar 

Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 162); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang 

Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah 

Provinsi Dan  Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 970); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 

Tahun 2017 tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 

185,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144), 



MEMUTUSKAN : 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1   

Dalam Peraturan Bupati ini  yang dimaksud dengan :  

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

5. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram 

Bagian Timur sebagai Daerah Otonom. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur. 

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur. 

11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Seram Bagian Timur. 

12. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur. 

14. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Seram Bagian Timur. 

15. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Timur. 

16. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Seram Bagian Timur. 

17. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Seram Bagian 

Timur. 

18. Tenaga Ahli adalah seorang profesional yang diangkat oleh DPRD dalam rangka 

membantu tugas alat kelengkapan Dewan, yang ditetapkan dengan keputusan  

Sekretaris DPRD. 

19. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seram Bagian Timur. 

20. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam 

struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN SERAM 

BAGIAN TIMUR. 



21. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka 

memimpin suatu satuan organisasi Negara. 

22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.  

23. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan 

keterampilannya. 

24. BUMD adalah Badan usaha milik daerah  merupakan perusahaan yang 

didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

25. BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan satuan kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah 

daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktivitas. 

26. Prinsip Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang 

sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau 

menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan 

keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan 

keberhasilan pihak yang lainnya. 

27. Prinsip Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan 

berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan 

pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah 

ditentukan dan disepakati bersama. 

28. Prinsip Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan 

kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh 

keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. 

29. Prinsip Simplifikasi adalah penerapan yang terorganisir dari pada akal sehat 

untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah dalam 

menjalankan suatu tugas. 

30. Prinsip Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai. 

31. Prinsip Efesiensi adalah prinsip yang penggunaan sumber daya secara 

minimum guna pencapaian hasil yang optimum. 

32. Prinsip Efektifitas adalah prinsip untuk pencapaian tujuan secara tepat atau 

memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara 

dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah


BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Sekretariat Daerah  

Paragraf 1  
Kedudukan 

Pasal 2   

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

Paragraf 2   

Tugas dan Fungsi  

Pasal 3   

(1) Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan 

dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat 

daerah serta pelayanan administratif. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat 

Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara Pemerintah 

Kabupaten; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan 

tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3   
Susunan Organisasi  

Pasal 4   

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas : 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Sekretaris Daerah; 

c. Bagian; 

d. Sub Bagian; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas : 

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ; dan 

c. Asisten Administrasi Umum. 

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

Pasal 5   

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Bagian, 

yaitu : 

a. Bagian Pemerintahan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 



1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; 

2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan 

3. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah. 

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 

1. Sub Bagian Bina Mental Spiritual; 

2. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan 

3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 

c. Bagian Hukum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 

1. Sub Bagian Perundang-Undangan; 

2. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 

3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. 

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan  membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu : 

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi 3 (tiga) Sub 

Bagian, yaitu : 

1. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD; 

2. Sub Bagian Perekonomian; dan 

3. Sub Bagian  Sumber Daya Alam. 

b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 

1. Sub Bagian Penyusunan Program; 

2. Sub Bagian Pengendalian Program; dan 

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 

1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 

2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 

3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 

(3) Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu : 

a. Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 

1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; dan 

3. Sub Bagian Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 

b. Bagian Organisasi, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 

1. Sub Bagian kelembagaan dan Analisis jabatan; 

2. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan 

3. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, 

yaitu : 

1. Sub Bagian Protokol; 

2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan 

3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan. 

(4) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Asisten. 

(5) Pada Sekretariat Daerah dibentuk jabatan fungsional berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan 



kemampuan keuangan daerah. 

(6) Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 4   
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 6   

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang 

pemerintahan, hukum, dan kerja sama, dan pengkoordinasian penyusunan 

kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, 

hukum dan kerja sama. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum; 

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan 

rakyat; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pemerintahan dan hukum; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor 

yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan 

rakyat; dan 

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang 

pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

  

Paragraf 5   
Bagian Pemerintahan 

Pasal 7   

(1) Bagian Pemerintahan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi 

daerah;   

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja 



sama dan otonomi daerah;     

c. penyiapan bahan pengkoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah  

di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja 

sama dan otonomi daerah;  

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja 

sama dan otonomi daerah; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan 

otonomi daerah; dan  

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan  dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 6  
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 8   

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyiapan 

pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian  

Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;    

b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah  di 

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;  

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan  

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 7   
Bagian Hukum  

Pasal 9   

(1) Bagian Hukum bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 

informasi 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 

Hukum  menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;    

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang  

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;  



c. penyiapan bahan pengkoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah  

di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 

informasi;  

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 

dan 

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 8  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  

Pasal 10   

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan bertugas membantu Sekretaris 

Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, 

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan 

daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan 

sumber daya alam. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan  menyelenggarakan fungsi : 

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, 

administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;  

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa 

serta sumber daya alam; 

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pengadaan barang dan jasa; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor 

yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan 

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah 

perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa 

dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 9   
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Pasal 11   

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas melaksanakan 

pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian  

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang  pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan 

sumber daya alam. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;  



b. penyiapan bahan pengkoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah  

di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya 

alam;   

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan  

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomia dan 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya 

Paragraf 10   
Bagian Administrasi Pembangunan 

Pasal 12   

(1) Bagian Administrasi Pembangunan bertugas melaksanakan penyiapan 

pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program  dan 

evaluasi serta pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian  

Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

penyusunan program, pengendalian program  dan evaluasi dan pelaporan;     

b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

dibidang penyusunan program, pengendalian program  dan evaluasi dan 

pelaporan;    

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

penyusunan program, pengendalian program  dan evaluasi dan pelaporan; 

dan  

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan    yang berkaitan dengan tugasnya   

Paragraf 11   
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 13   

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bertugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang dan jasa 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian  

Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 



pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 

secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 

dan jasa; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 

dan jasa; 

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya 

Paragraf 12  
Asisten Administrasi Umum 

Pasal 14   

(1) Asisten Administrasi Umum bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam 

penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan 

komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten 

Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi 

pimpinan, dan perencanaan dan keuangan; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

organisasi; 

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, 

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan 

keuangan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

organisasi;  

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipil negara 

pada instansi daerah; dan 

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang 

organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

Paragraf 13   

Bagian Umum 

Pasal 15   

(1) Bagian Umum bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan 

pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan 

kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian  

Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf 



ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;  

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata 

usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah 

tangga; dan   

c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten  Administrasi Umum 

yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 14    
Bagian Organisasi 

Pasal 16   

(1) Bagian Organisasi bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian  

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah   di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan 

publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 

Organisasi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan 

reformasi birokrasi;  

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta 

kinerja dan reformasi birokrasi;  

c. penyiapan bahan pengkoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah  

di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;  

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata 

laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan  

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum   

yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 15   

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Pasal 17   

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bertugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian  

Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi 

pimpinan, dan dokumentasi;    

b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah  di 

bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;   

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan  

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum   

yang berkaitan dengan tugasnya. 



Bagian Kedua 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Paragraf 1   

Kedudukan 

Pasal 18   

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian 

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris 

DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

Paragraf 2   

Tugas dan Fungsi  

Pasal 19   

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD; 

b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan 

c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat 

DPRD menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan program kesekretariatan DPRD sesuai Rencana Strategis 

Pemerintah Daerah/RPJMD; 

b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

c. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

d. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan  

e. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

Paragraf 3   

Susunan Organisasi 

Pasal 20   

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas : 

a. Sekretaris DPRD; 

b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan 

2. Sub Bagian Umum. 

c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan; dan 

2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi. 

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; dan 

2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan. 

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 



Bagian Ketiga  
Inspektorat  

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 21   

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Tugas dan Fungsi  

Pasal 22   

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh 

Perangkat Daerah 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat 

menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;  

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati  

dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;  

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;  

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;  

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;  

g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 23   

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas : 

a. Inspektur; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Perencanaan; 

2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan 

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. 

c. Inspektur Pembantu Wilayah I; 

d. Inspektur Pembantu Wilayah II; 

e. Inspektur Pembantu Wilayah III; 

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan 

g. Kelompok jabatan fungsional. 

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah kerja Inspektur 

Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 



(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keempat 

Staf Ahli 

Pasal 24   

(1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.  

(2) Tugas Staf Ahli pada ayat (1) diantaranya yaitu mewakili Pemerintah Daerah 

dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, 

nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan 

kemampuan keuangan daerah.  

Pasal 25     

(1) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan 

oleh Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu memperhatikan 

pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan golongan, 

kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu.  

(3) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.  

(4) Staf Ahli berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris 

daerah.  

(5) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara 

administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. 

(6) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati. 

(7) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas memberikan 

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya. 

(8) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas : 

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; 

b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; 

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia. 

Pasal 26     

(1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja 
yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis 

daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.  
(2) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa:  

a. menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan 

memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan 
keuangan Daerah;  



b. staf yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 
kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas Staf Ahli di 

bidang administrasi surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, 
serta penyusunan naskah dinas; dan  

c. membentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli pada bagian yang 

membidangi urusan umum/tata usaha.  
(3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada 

pejabat yang membidangi tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.  
 

BAB III 

TATA KERJA 

Pasal 27   

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah, Asisten 

Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Staf Ahli, Kepala Bagian, 
Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok 
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, 
secara vertikal dan horisontal.  

(2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD 

dan Inspektorat dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib 

memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

(3) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan 

meminta pertimbangan Pimpinan DPRD. 

Pasal 28   

(1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD 

dan Inspektorat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara 

berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris 

Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan 

diolah sebagai bahan laporan Sekretaris Daerah kepada Bupati. 

(2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan 

laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 

(3) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah. 

Pasal 29   

(1) Setiap bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan 

Inspektorat wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan 

melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab. 

(2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang 

berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

 



BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 30   

(1) Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat ditempatkan 

Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan 

keuangan daerah. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 

keahlian dan keterampilannya. 

BAB V 

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN  

PERANGKAT DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 31   

(1) Perangkat daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi 

persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

(2) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul 

Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas 

persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. 

(4) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, 

jabatan administrator dan jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati. 

Bagian Kedua  

Jabatan Perangkat Daerah 

Pasal 32   

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan 

tinggi pratama. 

(2) Sekretaris DPRD, Asisten, Inspektur dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon 

II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian merupakan 

jabatan eselon III.a atau jabatan administrator. 

(4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas. 

 

 



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33   

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 

(dua) tahun sejak diundangkan. 

Pasal 34   

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 

2016 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 265 Tahun 2016)  

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat 

Kabupaten Seram Bagian Timur tidak berlaku lagi. 

Pasal 35  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Timur. 

Ditetapkan di Bula 

pada tanggal  27 Desember 2019 
 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

         

                 TTD 

 
ABDUL MUKTI KELIOBAS                                                                                                                        

Diundangkan di Bula 

pada tanggal 27 Desember 2019 

          SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, 
 

      TTD 

 

              SYARIF MAKMUR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 
TAHUN  2019 NOMOR 395 

 

 

Salinan Seperti Aslinya  

KEPALA  BAGIAN  HUKUM - SETDA 
 

 

 

     CHERLY USMAN, SH 
NIP : 19710209 200604 2 020 

 



PENJELASAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  

NOMOR  29  TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAN INSPEKTORAT KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

 
I. Penjelasan Umum 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, 

yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan 

beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini 

juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang 

rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh 

Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur 

penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah 

diwadahi dalam Dinas Daerah.  

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan  

administratif. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah 

menyelenggarakan fungsi:  

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;  

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;  

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi 

Daerah; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan 

tugas dan fungsinya.  

Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dibentuk berdasarkan 

Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 26 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Seram Bagian 

Timur.  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 

Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Seram 

Bagian Timur akan melakukan penyesuaian nomenklatur dan unit kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Permendagri tersebut akan 

ditindaklanjuti dengan penyesuaian nomenklatur dan unit kerja Sekretariat 



Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang akan dituangkan dalam Peraturan 

Bupati Seram Bagian Timur. Sementara untuk Sekretariat DPRD Kabupaten 

Seram Bagian Timur akan dilakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 

104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, dimana Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas 3 (tiga) Bagian, dan 

masing-masing Bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian. Selain itu, berdasarkan 

PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, terdapat penambahan fungsi dan unit kerja 

Inspektorat Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian.  Penyesuaian 

tersebut akan dituangkan dalam peraturan Bupati yang menjadi satu dengan 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli. 
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